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LAMPIRAN XXXIII KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR
TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2017-2022

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan SKPD, wajib menyusun Perencanaan Strategik Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( disingkat : Renstra — SKPD ).
Adapun landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD memiliki Renstra — SKPD adalah :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
(SPPN).
Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang terdiri atas Perencanaan
Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan Perencanaan
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
1) Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ) ;
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) ;
3) Rencana Pembangunan Tahunan ( RPT) ;
Sedangkan menurut pasal 5 ayat (2) : disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran
dari Visi , Misi , dan program Kepala Daerah yang penyusunan berdasarkan RPJP Daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif . Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik tentang sumber
daya yang tercantum di dalam dikumen ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat
tidak kaku. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) : bahwa RPJM Daerah merupakan Rencana
Strategi Daerah ( Renstrada ).
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana dalam pasal 150 Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional .
Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP Daerah ).
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM Daerah);
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1.2.

3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) wajib menyusun Renstra yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJM
Daerah yang bersifat indikatif.

Keterkaitan dengan RPJM Kota Salatiga, sebagai penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004, bahwa RPJM Daerah adalah merupakan Perencanaan strategik daerah (

Renstrada).

Selanjutnya berdasarkan pasal 7 ayat (1) bahwa penyusunan Perencanaan Strategik SKPD harus

berpedoman pada RPJM daerah Kota Salatiga ( yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan Perencanaan Strategik Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Salatiga harus berpedoman pada RPJM Daerah yakni Perencanaan

Strategik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 yang akan

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Salatiga pada setiap Tahunnya.

Landasan Hukum.

Sebagai Landasan Hukum dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Salatiga adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil
Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang;

7. Peraturan Pemerinatah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061 /4942/ SJ Tanggal 17 Desember 2010 tentang

Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Perangkat Badan/Kantor Kesbang Pol Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Salatiga ;
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Peraturan Walikota Salatiga Nomor  Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Pejabat Struktural pada Kota Salatiga.
Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang ada, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPD, wajib menyusun Perencanaan Strategik Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( Renstra — SKPD ).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud
Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Salatiga tahun 2012-2017 adalah

1 Memberikan arah kinerja bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga
dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017); dan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja
Badan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan masa transisi selama 1 tahun;

2 Menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan guna
mencapai sasaran yang sudah ditentukan dalam rangka mewu judkan tujuan yang telah
ditetapkan.

3 Mengakomodasi perubahan kondisi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Salatiga dengan Renstra.

Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

meliputi

1 Memudahkan jajaran pejabat struktural dalam menetapkan kebijaksanaan yang diperlukan
sesuai dengan skala prioritas;

2 Tersedianya dokumen perencanaan strategis lima tahunan sebagai dasar menentukan prioritas
program kegiatan;

3 Mensinkronkan Rentra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dengan perubahan

kelembagaan.

1.4. Sistematika Penulisan
Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

Tahun 2012 — 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan
Bab ini berisikan tentang faktor yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Salatiga yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022



Bab 11 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.1. Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab 111 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3.3. Telan Rencana Tara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV  Tujuan dan Sasaran
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII  Penutup
Dalam bab ini, berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan
oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menguraikan
tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapan-harapan dan

keadaan diluar perkiraan.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan
publik. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan umum semakin mendapatkan perhatian
dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan umum pembangunan Kota Salatiga tahun 2007-2012
salah satunya adalah "Mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian
hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partipatif”

Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan
HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan
kualitas aparat hukum daerah serta penguatan peraturan daerah dengan menitikberatkan pada
penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat serta peningkatan swadaya
masyarakat untuk mengantisipasi perubahan sosial, politik serta meminimkan dampak negatif yang
muncul dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa dan kondisi politik di wilayah. Salah satu tugas yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah sebagai instrumen desentralisasi dan dekonsentrasi adalah
penyelenggaraan fungsi kesatuan bangsa dan politik di daerah .

Hal-hal penting yang diidentifikasi sebagai permasalahan pokok dalam urusan kesatuan bangsa, politik

dalam negeri adalah

1. Penduduk Kota Salatiga dengan kemajemukan suku, etnis,Agama, dan budaya .

2. Banyaknya penduduk pendatang, sehingga mempersulit pemantauan terhadap ancaman kondisi
ketentraman dan ketertiban ;

3. Apatisme terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional
pada sebagian masyarakat khususnya generasi muda .

4. Agenda lima tahunan (pilkada) yang menyebabkan meningkatnya suhu politik yang pada
gilirannya menyebabkan kerawanan sosial ;

5. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras ;

6. Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap cuaca ekstrim yang memicu Terjadinya
bencana alam seperti, kekeringan, banjir, tanah longsor dan angin ribut maupun bencana yang
diakibatkan karena kelalaian manusia ( kebakaran );

7. Menurunnya tingkat rasa aman di masyarakat akibat kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan

naiknya angka kriminalitas.

2.1. Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga dimuat dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 dan
dalam pengaturan lebih rinci Tugas Pokok dan Fungsi juga berdasarkan Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga, yang akan dirubah disesuaikan berdasarkan PP 6
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Tahun 2010 dan SE Kemendagri Nomor 061/4942/SJ, sehingga nomenklatur menjadi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Salatiga merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
Disebutkan dalam Bab Ill, yang menerangkan tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah

a. Kedudukan sebagai :

1. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.

2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang
berbentuk Badan dipimpin olen Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh
Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.

3. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga , berubah
nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga terdiri dari
seorang Kepala Badan ( setingkat Eselon Il/a ), seorang Sekretaris yang membawahi
seorang Kepala Subbagian Perencanaan program , seorang Kepala Subbagian Tata Usaha
dan seorang Kepala Subbagian Keuangan dan perlengkapan, seorang Kepala Bidang
Ideologi dan wawasan kebangsaan yang membawahi seorang Kepala Sub Bidang Bina
Ediologi, seorang Kepala Sub Bidang wawasan kebangsaan, seorang Kepala Bidang
Kewaspadaan Nasional yang membawahi Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Pengawasan Orang dan Lembaga Asing , seorang Kepala Bidang Ketahanan, Budaya |,
Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan
Budaya , Agama dan Kemasyarakatan , seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi,
seorang Kepala Bidang Politik yang membawahi seorang Kepala Sub Bidang
Kelembagaan dan Pendidikan Politik, Kepala Sub Bidang Implementasi Politik dan
Fasilitasi Politik.

b. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa politik ;

Untuk melaksanakan tugas pokok , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan

fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
kesatuan bangsa politik

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi dan wawasan
kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahan seni, budaya, agama,
kemasyarakatan, ekonomi dan politik ;

4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan, dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
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Merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja

(Renja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina ideology dan wawasan kebangsaan
kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya,agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta
politik;

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas;

Memberikan petunjuk, arahan, mendistribusikan tugas kepada bawahan agar
tugasterselesaikan dengan cepat dan akurat;

Melaksanakan koordinasi  dengan lembaga  terkait guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, guna

pedoman operasioanl tugas;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa
dan politik;

Membina, memfasilitasi, mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

Membina, memfasilitasi, mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan
kegiatan bidang kewaspadaan nasional;

Membina, memfasilitasi, mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama,kemasyarakatan, dan ekonomi;
Membina, = memfasilitasi, mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan bidang politik;

Membina, menfasilitasi dan mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melapor kan
kegiatan bidang kesekretariatan;

Melaksanakan pengelolaan urusan program, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan perlengkapan serta sistem informasi
badan;

Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pelaksanaan pembinaan pada
bawahan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Sekretariat

Sekretaris memiliki tugas pokok fungsi :

Penyusunan Program dalam penyelenggaraan program meliputi penyusunan program dan

anggaran,

a.

Penyusunan Program.

Dalam penyeleggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan

anggaran ;

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan .
Dalam penyelenggaraan urusan ketata usahaan meliputi urusan rumah tangga,

kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat,

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022



c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan,
akuntasi, verifikasi , ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas pokok merenca nakan,
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan menganalisis atas pelaksanaan kegiatan
dibidang ketahanan Ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara , nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan melakukan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang ldiologi dan Wawasan Kebangsaan
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Bina ldeologi dan Wawasan
Kebangsaan ;

2. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

3. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
Kota;.

4. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, super-visi
& konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengem bangan dan evaluasi ) di
bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota ;

5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, nilai-
nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota,

6. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghar gaan
kebangsaan skala kota ;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarang kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan ;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya .

9. Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai uraian tugas

10. Mengkonsep rencana kerja di bidang ketahanan Ideologi negera, wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan sebagai pedo man
pelaksanaan tugas ;

11. Mempelajari . menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk, perenca
naan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebnagsaan, bela negara, nilai-nilai
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan sebagai dasar pelaksanaan tugas ;

12. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas ;

13. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ;
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14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24,

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang pelaksanaan tugas;
Membina pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan
kebangsaan ;

Melaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan ;
Melaksanaan pembinaan dan pemberdayaaan masyarakat di bidang Ideologi negara dan

wawasan kebangsaan ;

Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ideologi dan wawasan
kebangsaan;

Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang Ideologi negara dan wawasan kebangsaan ;
Meneliti konsep naskah dinas di bidang ketahanan Ideologi negara dan wawasan
kebangsaan ;

Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang ketahanan

Ideologi negara dan wawasan kebangsaan ;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ldeologi negara,
wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok merencanakan , merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisis atas pelaksanaan kegiatan dibidang

kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan

orang asing dan lembaga asing dan melakukan penegendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dibidangnya ;

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

menyelenggarakan fungsi

a.

Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan dini, pengawasan
orang dan lembaga asing dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial ;
Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam,bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial ;

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kota ;

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, super-
visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan & evaluasi ) di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga Kkerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
skala kota ’

e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat dan tenaga Kkerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis ( me-rujuk

kepada kebijakan umum nasional ) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022



kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsa- an

skala kota, dan

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, super-visi

dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan & evaluasi ) di

bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi

budaya, organisasi kemasya rakatan dan penanganan masalah sosial kemasya -rakatan

skala kota.

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang

kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing dan penanganan

konflik pemerintahan dan konflik sosial ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mem-

punyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

e o

Mengonsep rencana kerja bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang dan lembaga asing sebagai pedoman
pelaksanaan tugas ;

Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan , petunjuk
perencanaan bidang kewaspadaan dini. Penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing sebagai dasar pelaksanaan
tugas ;

Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas;

Memberikan petunjuk atasan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ;
Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang pelaksanaan tugas ;
Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing

Membina pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis bidang kewaspadaan dini,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing ;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing ;

Meneliti konsep naskah dinas di bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang bidang
kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing ;

Memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
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Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai tugas

pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisis atas

pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan , pembauran

dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan

dan ketahanan ekonomi, dan melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan dibidangnya

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,

Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi

a.

h.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agma, Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional) di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kema syarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kota.
Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya; agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota ;
Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,
supervisi dan evaluasi ) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran dan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah
sosial kemasyarakatan skala kota;
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota ;
Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota ;
Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum
nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,

investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan

lembaga usaha ekonomi, kebi -jakan dan ketahanan ormas perekonomian

skala kota ;
Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebi-
jakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas pereko -
nomian skala kota ;
Koodinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan,
super-visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan &
evaluasi ) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan

perdagangan, inves-tasi , fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
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ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skal
kota ;

Pengawasan penyelenmggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahan an sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, ivestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan keta hanan ormas perekopnomian skala kota.

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan keta-
hanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perila-
ku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan keta-
hanan ormas perekonomian skala kota ;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang Ketahanan

Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya .

Untuk menyelenggarakan fungsi , Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama,

Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a.

Mengonsep rencana kerja di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah
sosial kemasyarakatan dan ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan ;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk perenca-
naan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penagananan masalah sosial kemasya-
rakatan dan ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ;

Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan ;
Memberikan petunjuk , arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ;
Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang pelaksanaan
pekerjaan ;

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni budaya, agama dan
kepercayaaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, pena-
nganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

Membina pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan keper-
cayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan
masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

Meneliti konsep naskah dinas di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, pena-
nganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dengan organisasi kemasyara-
katan ;

Pemeliharaan pengembangan seni budaya daerah, kerukunan antar umat beragama,
solidaritas dan kesatupaduan masyarakat, akulturasi budaya ;

Membina pelaksanaan pendataan dan pendayagunaan organisasi masyarakat
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m. Meningkatkan kapasitas aparatus kesbangpol di bidang ketahanan seni budaya, agama
dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan
penangananan masalah sosial kemasyarakatan ;

n. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi pelaksanaan program bidang ketahanan seni
dan budaya, agama dan kepercayaaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

0. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan seni dan

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi busaya, organiosasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

p. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni
dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturai budaya, organisasi
kemasyarakatan, penagananan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

g. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, orga-
nisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ;

r.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ;

s.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Politik

Bidang Politik, mempunyai tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoor-dinasikan

kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dibidangnya .

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Politik menyelenggarakan

fungsi

a.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam bidang Kelembagaan Politik,
Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu ;

Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional) di
bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
kota ;

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kota ;

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi
dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan & evaluasi) di
bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik , budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan , kelembagaan partai politik,

budaya dan pendidikan politik , fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala kota ;
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Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem & implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kota ;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang Kelembagaan
Politik, Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya ;

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Politik mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a.

e o

Mengonsep rencana kerja di bidang sistem dan Implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi
pilpres, pilgub,pileg dan pilkada sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan ;

Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan , keputusan, petunjuk perencanaan
bidang sistem dan implemantasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg & pilkada
sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ;

Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan;

Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ;
Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang pelaksanaan tugas ;
Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan Implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;

Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan Implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;

Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis di bidang sistem dan Implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;

Membina dan menfasilitasi organisasi dan partai politik ;

Mengkoordinasikan ~ perencanaan, kesiapan dan pengamanan pelaksanaan pilpres,
pilgub,pileg dan pilkada;

Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan Implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;

Meneliti konsep naskah dinas di bidang sistem dan Implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi
pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;

Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang sistem dan
Implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik,

budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;
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n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang sistem dan Implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ;

0. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

Struktur organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
No.11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dan dalam pengaturan lebih rinci
Tugas Pokok dan Fungsi juga berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor ..Tahun 20....,
tentang Tugas Pokok, Fungsi Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga
Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga, yang akan dirubah disesuaikan dengan PP 6 Tahun 2010 dan SE Kemendagri No.
061/4942/SJ/ tgl. 17 Desember 2010.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yang terdiri dari seorang Kepala Badan (
setingkat Eselon Il/a ), seorang Sekretaris ( setingkat eselon Il a ) yang membawahi seorang
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, , seorang Kepala Subbagian Tata Usaha ,
seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, seorang Kepala Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan ( setingkat eselon 111 b ) yang membawahi seorang Kepala Subbidang Bina
Ideologi dan, seorang Kepala Subbidang Wawasan Kebangsaan, seorang Kepala Bidang
Kewaspadaan Nasional ( setingkat eselon Il b ), yang membawahi Kepala Subbidang
Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan lembaga asing dan Kepala Subbidang Penanganan
Konflik, seorang Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi
( setingkat eselon 11l b ) yang membawahi seorang Kepala Subbidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan, seorang Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi , seorang Kepala
Bidang Politik, yang membawahi Kepala Subbidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik , dan

Kepala Subbidang Implementasi Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
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KELOMPOK. JABATAN

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

FUNGSIONAL
| |
Sub Bagian Sub Bagian
Perencanaan, Umum dan Sub Bagian
Evaluasi dan Kepegawaian Keuangan
Pelaporan
Bidang Bina Bidang Ketahanan
Ideologi dan Bidang Seni, Budaya, Bidang Politik,
Wawasan Kewaspadaaan Agama,Kemasyarak
Kebangsaan Nasional atan, dan Ekonomi
Sub.Bidang Bina Sub. Bidang Sub Bidang Sub Bidang
Ideologi Kewaspadaan Dini, Ketahanan Seni Kelembagaan dan
Pengawasan Orang Budaya, Pendidikan Politik
dan Lembaga Asing Agama,Kemasyarakat -
. i Sub Bidan
Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Implementasi Igolitik
Penanganan p Sl Fa
Wawasan Konflik Ketahanan | dan Fasilitasi
Kebangsaan onfll Ekonomi Pemilihan Umum

Sumber : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022




2.2.  Sumber Daya SKPD

2.2.1. Kepegawaian
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga berjumlah
44 ( empat puluh empat) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 43 orang, Tenaga harian lepas 1
orang. Data rincian kepegawaian terdiri dari sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel 2.1
DATA PEGAWAI PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK
BERDASARKAN PANGKAT DAN JENJANG PENDIDIKAN

A Berdasarkan pangkat
golongan ruang Jumlah Pegawali
CPNS ; -
Pegawai Golongan | ; -
Pegawai Golongan Il : 13 orang
Pegawai Golongan Il : 23 orang
Pegawai Golongan IV : 8 orang
Pegawai Tenaga Kontrak : - orang

B. | Berdasarkan jenjang pendidikan

Tingkat Pendidikan SD : 1 orang
Tingkat Pendidikan SLTP : 1 orang
Tingkat Pendidikan SLTA : 9 orang
Tingkat Pendidikan Sarjana Muda : 6 orang
Tingkat Pendidikan Sarjana : 22 orang
Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana : 5 orang

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Akhir
November 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana
Perlengkapan sarana operasional merupakan sarana yang sangat vital dalam memperlancar dan
menunjang keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan tugas yang optimal.
Dengan memanfaatkan secara optimal perlengkapan operasional yang diberikan, diharap kan
mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan fungsi fasilitator, mediasi dan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun inventaris operasional yang dimiliki dan ada di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sarana pendukung kegiatan dapat dilihat dalam Tabel ,

sebagai berikut
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Tabel 2
DATA SARANA / PERLENGKAPAN OPERASIONAL
PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Sarana operasional Jenis Sarana Jumah

Operasional Umum Toyota Kijang KF80 STD LG 1 unit
Toyota Avanza 1 unit
Toyota Rush 1 unit
Toyota Kijang KF80 STD LG 1 unit
Toyota Avanza 1 unit
Toyota Kijang KF80 STD LG 1 unit
Suzuki FD110 XCD Smash 1 unit
Suzuki FD110 XCD Smash 1 unit
Honda / NF100 SE FIT X 1 unit
Honda / NF100 SE FIT X 1 unit
Honda / NF100 SE FIT X 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda NF11B1D M/T Revo 1 unit
Honda Revo Spoke F1 1 unit
Honda Revo Spoke F1 1 unit
Honda Revo Spoke F1 1 unit

Operasional Honda Revo Spoke F1 1 unit

ke Tata Usahaan Honda Revo Spoke F1 1 unit
Honda Revo Spoke F1 1 unit
Honda Revo Spoke F1 1 unit
Laptop 11
CPU 21
Monitor 9
Printer 16

Operasional kegiatan Meja kursi kerja Pimpinan 26
Meja kursi pegawai 18
Rak buku
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Filing Cabinet

4. | Sarana pendukung | Wareless Toa
lainnya
HT VHF
HT UHF

HT Double band

Radio RIG
TV 21 Ich Panasonic
Handycam

Camera digital

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga
Akhir November 2016

2.3.  Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil capaian kinerja pada akhir Renstra 2011 - 2017 telah menunjukan peningkatan
pengembangan yang cukup baik dan perlu terus menerus ditingkatkan pada Renstra 2018 —
2022 khususnya kebijakan dan program pembangunan dan pemerintahan yang menjadi
bagian urusan kewenangan wajib kesatuan bangsa dan keamanan dalam negeri
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan .

2. Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan.

3
4
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat ( PEKAT ).

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat .

8

. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang yang menjadi permasalahan pokok dalam urusan kesatuan bangsa,
politik dalam negeri sebagai hasil analisa yang berpeluang dan menjadi tantangan
berpengaruh terhadap tugas pokok pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Salatiga 5
tahun yang akan datang adalah :

Tantangan
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1) Kegiatan kelompok radikal kanan, radikal kiri dan radikal lainnya
2) Adanya Konflik baik vertikal maupun horisontal ;
3) Belum dewasanya sikap dan perilaku masyakat dalam berdemokrasi ;
4) Lemahnya SDM kader, stakeholders, parpol , ormas dan LSM ;
5) Rentannya pengaruh asing terhadap LSM ;
dan narkoba.
Peluang :

1) Adanya komitmen Muspida beserta Tokoh Agama/ masyarakat untuk
menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif , sejahtera,
demokratis dan terlindungi dari ancaman bencana ;

2) Perubahan paradigma baru di bidang politik ;

3) Adanya dukungan dari DPRD Kota Salatiga ;

4) Kesadaran masyarakat dalam penegakan demokrasi & HAM;

5) Meningkatnya komunikasi dan partisipasi aktif bidang politik bagi Orkemas,
tokoh masyarakat dan agama dalam kehidupan berbangsa , bernegara dan

bermasyarakat .
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ;

Potensi Kota Salatiga dengan kondisi geografis dan demografis yang demikian sangat
rentan terhadap permasalahan-permasalahan sosial politik yang harus dapat diantisipasi melalui
kebijakan yang bersifat makro maupun mikro. Besar kecil nya potensi bangasa ini secara umum
yang telah juga didera krisis multi dimensi di tambah dengan krisis ekonomi global. Lemahnya
kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat tidak merata harus diikuti dengan melemahnya
semangat nasionalisme. Proses pembelajaran dalam hidup ber-demokrasi di era reformasi harus
menuju pada satu tujuan pasti, dengan se-makin terbentuknya nilai-nilai kebangsaan
(nasionalisme) melalui rasa ke-bangsaan dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang dapat

dibanggakan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Visi dan Misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan

Bangsa Politik Kota Salatiga adalah

1. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri daerah
(wawasan kebangsaan, nasionalisme, partisipatif masyarakat dalam pembangunan ) ;

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance;

3. Mengembangkan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis yang santun dan
mengedepankan supremasi hukum.( pendidikan politik masayarakat dan pembinaan partai
politik );

4. Mengembangkan penanganan atas penyandang masalah kesejahtera sosial
(Pena nganan konflik konflik sosial , dan kesenjangan sosial).

5. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan dasar. (Keamanan dan Ketertiban).

Kelima visi dan misi Kota tersebut terkait dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan

Bangsa Politik Kota Salatiga yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik ;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kesatuan bangsa, politik ;

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, politik dalam

negeri ;

c. Pembinaan Lembaga masyarakat dan Politik ;

d. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman tertib dan kondusif ;

3.3. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Badan Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa politik ;
Untuk melaksanakan tugas pokok , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan

fungsi
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1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang kesatuan bangsa politik ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi dan wawasan
kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahan seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi dan politik ;

4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan, dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya ;

Sedangkan Isu strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditetapkan sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda |,
kelompok perempuan dan masyarakat ;

2. Kurangnya kegiatan kemitraan antar lembaga dalam masyarakat terkait dengan
pengembangan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat agama, tokoh perempuan,
generasi muda dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat ;

3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan
keamanan, terutama peningkatan kemitraan polisi dan masyarakat dan kesadaran hukum dan
hak azasi manusia ( HAM ).

4. Masih kurangnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masayarkat (pekat)

terutama penyalahgunaan Napza, pelacuran dan perjudian.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1. VISI DAN MISI
Keberagaman masyarakat Kota Salatiga yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan
keyakinan agama, tidak mengurangi suasana sejuk kerukunan antar kelompok, golongan, suku
maupun antar umat beragama. Namun tingginya rata-rata tingkat pendidikan penduduknya
menyebabkan jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat dinamis. Masyarakat
mempunyai banyak ruang publik yang apabila dimanfaatkan secara efektif dan konstruktif akan
mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam setiap pemilihan umum maupun pilkada cukup tinggi, namun masih perlu
ditingkatkan. Pendidikan politik masyarakat diarahkan pada pembentukan kedewasaan politik
untuk siap kalah dalam setiap pesta demokrasi yang secara periodik dilaksanakan. Pada era
otonomi, permasalahan yang terjadi pada tataran nasional diharapkan dapat lebih cepat
terselesaikan karena peran serta aktif daerah otonom. Kondisi lingkungan nasional ditandai
dengan:
1. Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran;
2. Terjadinya krisis energy nasional;
3. Tuntutan perwujudan clean government dan good government semakin kuat;

Penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan frekuensi terjadinya Bencana alam;

Penurunan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah;

4
5
6. Ancaman stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat;
7. Penanggulangan bahaya narkoba;

8. Pemberantasan KKN;

9. Penurunan hambatan perdagangan antar daerah;

10. Keadilan dan kesetaraan gender;

11. Kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kinerja pemerintahan yang memiliki visi,misi, dan strategi yang terpadu dalam suatu
manajeman yang didukung adanya perencanaan strategik yang komprehensif serta mampu
memfasilitasi dan mediasi permasa-lahan yang muncul di tengah dinamika masyarakat agar
tidak menghambat agenda demokratisasi serta pembangunan daerah ~ yang sedang berlangsung
saat ini.

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang hendak dicapai oleh instansi
pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Salatiga adalah :

“ SALATIGA HATI BERIMAN YANG SMART ”
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Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh

semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi merupakan

tugas utama organisasi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai .

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditentukan MISI sebagai berikut

1.

Meingkatkan kualitas pelayanan pendidikan,mewujudkan SDM vyang handal dan
menjungjung tinggi nilai nilai budaya

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
Meningkatkan ketentraman ,ketertiban dan kondusifitas wilayah

Meninigkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan
lingkungan

Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiaman kota
Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah kecil dan
mikro

Meningktakan kerjasama , daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akes
lapanganan pekerjaaan

Meningkatkan kesejahteraan sosial ,kesetaraan gender dan perlindungan anak

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah

Tujuan adalah upaya langkah yang spesifik dan terukur dalam rangka mewujudkan visi dan misi

yang hendak dicapai.

Untuk mewujudkan Misi tersebut, ditentukan tujuan sebagai berikut :

1.
2.

10.

11.

12.

Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat
Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan dan budaya
Kota Salatiga

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhuan penduduk
Menciptakan tatanan kehiduoan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjangn
efektifitas pembangunan

Meningkatakn kualitas sarana dan prasarana ruang infrastruktur dalam mendukung
pertumbuhan wilayah secara merata

Meningkatakn kualitas saran dan prasarana pengarian dalam rangka mendukung produksi
pertanian

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar mendukung

Mewujudkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan sanitasi perkotaaan yang
merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar
daerah antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatkan perlingdungan, pemenuhan hak hak anak dan pencapaian keseteraan dan

keadilan gender
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13. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerinatah daerah dalam menunjang
kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Penyusunan Rencana Strategi ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan peran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai fasilitator, komunikator, mediator serta meningkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, kesejahteraan sekaligus keamanan wilayah
Salatiga dalam 5 tahun kedepan.
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Tabel 4.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Salatiga 2012-2016

. Indikator Kondisi Target Kinerja Sasaran Target Akhir
No. Tujuan Sasaran Satuan Rumusan Awal
Sasaran Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 | 2021 2022
1 | Meningkatkan | Meningkatny | Persentase % Jumlah SDM
akuntabilitas a kapasitas | aparatur yang aparatur yang
I;:::;ia aparatur SDM mendapatkan mengikuti
melaksanakan Aparatur peningkatan peningkatan
tugas dan fungsi kapasitas kapasitas /
pelayanan Jumlah SDM
aparatur x
100
Meningkatny | Persentase % Jumlah
a sarana sarpras dalam sarpras dalam
prasarana kondisi baik kondisi baik/
pendukung jumlah
sarpras X 100
2 | Mewujudkan | Meningkatny | Jumlah Kejadia | Banyaknya
kondisi dan a kesadaran konflik sosial n jumlah
situasi masyarakkat | dimasayarakat konflik
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masyarakat dalam sosial di
yang aman mewujdukan masyarakat
dan terkendali | kondusifitas
wilayah
Meningkatka | Meningkatny | Cakupan % Jumlah siswa
n partisipasi | a pendidikan | pemilih yang
politik politik bagi pemula yang mendapatkan
masyarakat pemilih mendapatkan sosialisasi
baik didaerah | pemula pendidikan pendidikan
maupun politik politik /
nasional jumlah siswa
pemilih
pemula x 100
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4.3. Strategi dan Kebijakan .

Strategi
Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan — tindakan yang ditujukan
untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah hasil yang optimal. Strategi disini dapat
dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih
singkat walaupun pada umumnya seringkali dicampuradukkan ke dalam dua kata tersebut (
dalam ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia ).
Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan
suatu strategi organisasi yang akan menjelaskan pemikiran — pemikiran secara konseptual,
analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk
mencapai atau untuk memperlancar . mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Beberapa hal yang dijadikan strategi dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa Politik Kota salatiga adalah :
Identifikasi Kondisi Lingkungan.
Identifikasi Pelanggan, Stakeholders dan expektasinya.
Pelanggan, Stakeholders dan expektasi Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga adalah :
a. Pelanggan Internal .

1.Sekretaris .

2.Kepala Subbag Penyusunan Program ;

3.Kepala Subbag tata Usaha ;

4.Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan ;

5.Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;

6.Kepala Sub Bidang Bina Ideologi ;

7.Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;

8.Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional ;

9.Kepala Subbid Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang/ Lembaga Asing ;

10. Kepala Subbid Penanganan Konflik ;

11. Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama,Kemasyarakatan dan

Ekonomi.

12. Kepala Subbid Ketahanan Seni dan Budaya,Agama dan Kemasyarakatan ;

13. Kepala Subbid Ketahan Ekonomi ;

14. Kepala Bidang Politik ;

15. Kepala Subbid Kelembagaan dan Pendidikan Politik ;

16. Kepala Subbid Implementasi Politik dan Fasilitasi Pemilu ;

17. Staf;
b. Pelanggan Eksternal .

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ;

2. Walikota Salatiga ;

3. Sekretaris Daerah dan Sekwan ;

4. Dinas, kantor dan Instansi terkait ;

5. DPRD Kota Salatiga ;

6. Pemerintah kabupaten / Kota se Jawa Tengah ;
c. Stakeholders ;
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Partai Politik ;

Organisasi Kemasyarakatan / lembaga Swadaya Masyarakat ;
Lembaga Profesi ;

Mahasiswa ;

Swasta / Pengusaha ;

o g M w b PE

Pers ;

7. Civitas Perguruan Tinggi ;
Expektasi ( harapan dari masing-masing pelanggan ) antara lain :
Pelanggan Internal .
1.Adanya pemahaman tugas pokok dan fungsi Sekretariat & Bidang di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Salatiga ;
2.Kejelasan mekanisme kerja dan koordinasi internal, antar bidang dan
Sekretariat ;

3.Peningkatan, kualitas Pejabat Struktural dan staf ;
4.Percepatan penyelesaian SPJ ;
5.Peningkatan kesejahteraan pegawai ;
6.Disiplin dalam kerja, rencana dan anggaran ;
7.Tertib administrasi dan keuangan ;
8.Kenyamanan ruang kerja ;
9.Kebersihan lingkungan kantor ;
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor ;

Pelanggan Eksternal
1. Percepatan laporan masalah-masalah rutin dan aktual ;
2. Percepatan penyelesaian masalah di lapangan ;
3. Percepatan penanganan bencana daerah ;
4. Peningkatan kualitas & kuantitas pelatihan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ;
6. Peningkatan kualitas SDM ;

Stakeholders
1. Akuntabilitas dan jujur dalam pemanfaatan anggaran ;
2. Peningkatan kualitas pelatihan yang profesional ;
3. Kecepatan pelayanan bagi Ormas / LSM dan Parpol ;
4. Kecepatan dan keramahan pelayanan perijinan ;
5

Peningkatan kualitas dan manfaat pemberian bantuan bagi Ormas / LSM dan Parpol ;

Identifikasi Faktor Lingkungan
Identifikasi Faktor Lingkungan dilakukan dengan pencermatan lingkungan strategik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, baik lingkungan internal maupun eksternal.Pencermatan ling
kungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang
melekat, melalui Analisis SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats ) yaitu :
a. Kekuatan ( Strenghts )

1) Lokasi Kantor yang strategis, mampu memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dengan Badan Kesbang dan Politik Kota Salatiga;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Keputusan Walikota Salatiga Nomor tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;

Peraturan perundang — undangan dibidang politik, bidang Organisasi Kemasyarakat,
LSM, Lembaga Profesi, Generasi Muda dan Perempuan sebagai pedoman serta acuan
dalam memfasilitasi dan mediasi;

Peraturan Perundang - undangan bidang tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai
pedoman untuk koordinasi dan konsultasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
Peraturan tentang mekanisme perijinan dan penelitian, sebagai acuan dan pedoman bagi
pihak - pihak yang berkepentingan;

Tersedianya biaya operasional kegiatan dari APBD, diharapkan sebagian besar kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;

Koordinasi dan kerjasama yang mantap dengan instansi terkait, sangat bermanfaat untuk

melakukan interaksi sehingga tujuan masing-masing lebih mudah diwujudkan.

Kelemahan ( Weaknesses )

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

Terbatasnya jumlah personil yang profesional di setiap seksinya, sehingga sering
menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;

Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi yang menyebabkan sulitnya melakukan
inovasi dan pengembangan;

Kurangnya publikasi terhadap eksistensi lembaga Kesbang dan Politik

Kota Salatiga, sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal / mengetahui
tentang eksistensinya;

Kurangnya sosialisasi tentang segala peraturan perundang - undangan baik yang lama
maupun baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat banyak yang
belum mengetahui tentang peraturan yang berlaku berakibat menyulitkan dalam upaya
mendorong masyarakat berperilaku dan patuh sebagaimana Peraturan Perundangan yang
telah dibuat;

Kurangnya dukungan fasilitasi untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat di
daerah, sehingga rakyat masih belum dewasa dalam berpolitik;

Adanya peraturan perundang - undangan yang terlalu dipaksakan bahkan tumpang -
tindih sehingga menyebabkan banyaknya benturan untuk diterapkan dilapangan;
Terbatasnya sarana prasarana yang memadai, menyebabkan penanganan masalah sering
terlambat bahkan sampai tertunda;

Dukungan APBD yang sangat terbatas pada beberapa sektor yang cukup urgen, sehingga

sulit untuk melakukan langkah-langkah terobosan;

10) Hubungan kerja antar pegawai yang pasif, menyebabkan pegawai banyak yang bekerja

sendiri - sendiri, sehingga hasil akhir pekerjaan kurang sistematiss dan referensinya

terbatas;

11) Kurangnya kesempatan pengembangan diri bagi staf, menyebabkan jumlah SDM yang

betul - betul profesional dan berkompeten dibidangnya sangat sedikit.

Peluang ( Opportunities )

1)

Adanya komitmen Muspida beserta Tokoh Agama/ masyarakat untuk menjaga dan
menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan anti patif

tanggap dari ancaman bencana;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Perubahan paradigma baru di bidang politik, misalnya :  multi partai politik,
Pemilihan Umum Langsung baik Pemilihan Presiden / Wakil Presiden dan Anggota
Legislatif serta Pilkada Langsung baik untuk Gubernur maupun Bupati / Walikota;
Ideologi Pancasila, sebagai ideologi untuk memperkokoh jati diri bangsa dalam rangka
mewujudkan dan ikut menjaga menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa;

Dukungan Aparat Keamanan terkait ( TNI dan POLRI ) dan fungsi intelijen negara ( BIN
) dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi Salatiga yang kondusif, tertib, aman dan
nyaman;

Peran serta masyarakat dalam pembinaan kesatuan bangsa, sebagai kekuatan yang ampuh
dalam ketahan bangsa;

Kesadaran masyarakat dalam penegakan demokratisasi dan HAM merupakan peluang
bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis dan terjamin Hak Asazi Manusia yang
dihormati dan dijunjung tinggi ;

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan fasilitasi pendidikan pengetahun politik di
daerah antar dan intern Instansi / lembaga pemerintah ;

Meningkatnya komunikasi dan partisipasi aktif bidang politik Orkemas, tokoh
masyarakat dan agama dalam kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat ;
Peningkatan kewaspadaan terhadap aliran bantuan asing kepada masyarakat,

stakeholders, elit politik/ parpol & Ormas/LSM instansi / lembaga pemerintah dan swasta

10) Peningkatan kewaspadaan terhadap ideologi yang bertentangan dengan etika dan

budaya bangsa untuk menangkal pengaruh pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan ;

11) Keanekaragaman budaya bangsa yang merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dan

dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat ;

12) Peningkatan kepedulian Lembaga masyarakat stakeholders, elit politik / parpol dan

ormas / LSM, Instansi / Lembaga Pemerintah dan swasta dalam memper kokoh jatidiri

bangsa;

Ancaman ( Threats) ;

1)

2)

3)

4)

5)

Kegiatan kelompok ekstremis lainnya yang semakin berkembang dengan pesat dan
semakin canggih dalam modus operandinya sehingga menyulitkan aparat keamanan
untuk mendeteksi dan mengawasinya;

Terorisme, harus tetap diwaspadai dengan koordinasi dengan pihak inteljen dan bantuan
masyarakat untuk memberikan informasi guna langkah antisipasi kejadian yang tak
diinginkan;

Kelompok-kelompok yang kontra terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun
daerah harus tetap diwaspadai karena dapat memecah belah masyarakat;

Adanya konflik baik vertikal maupun horisontal, yang berakibat menghambat pada
jalannya pemerintahan dan pembangunan;

Munculnya sikap apatis masyarakat terhadap eksistensi lembaga Pemerintahan, sehingga
masyarakat tidak mau mengenal dan mengetahui fungsi dari BadanKesatuan Bangsa dan
Politik ;
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6) Kurangnya apresiasi masyarakat di bidang pendidikan politik dan pengembangan sistem
politik, sehingga masih jauh dari dewasa sehingga mudah untuk diadu domba dan apatis
terhadap proses politik yang sedang terjadi ;

7) Belum lengkapnya informasi dan sosialisasi kelembagaan ;

8) Lemahnya etika komponen masyarakat dan aparatur Pemerintahan dalam berbangsa dan
bernegara sesuai dengan budaya bangsa ( Pancasila ), sehingga mareka masih saling
menghujat menjatuhkan, mengintimidasi satu sama lain ;

9) Lemahnya dan kurangnya pengetahun, pemahaman Undang-Undang bidang politik SDM
kader parpol, ormas dan LSMserta stakeholders, menyebabkan budaya politik yang
santun dan beretika belum terwujud.

10) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem
politik dalam membangun etika moral dan perilaku politik masyarakat yang demokratis,
menyebabkan masih sering terjadinya premanisme dalam berpolitik ;

11) Rentannya pengaruh asing terhadap LSM, menyebabkan rasa patriotisme dan
nasionalismenya sangat berkurang ;

12) Belum dewasanya sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemo krasi ;

Analisis Lingkungan Strategis

Setelah mengidentifikasi lingkungan Strategik organisasi baik internal maupun eksternal, kemudian

dilakukan pencermatan lingkungan Strategik baik internal maupun eksternal dengan pemberian

babot, rating dan skor untuk mengetahui skor masing-masing faktor yang tertinggi dan terendah yang

hasilnya merupakan Kesimpulan Analisis Faktor Internal ( KAFI ) maupun Kesimpulan Analisis
Faktor Eksternal ( KAFE) .
Kesimpulan Analisis Faktor Internal ( KAFI)

a. Kekuatan ( Strenghts)

1)
2)
3)
4)

Struktur dan Sistem Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga
Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidangnya .
Dukungan APBD Kota Salatiga ;

Sarana prasarana operasional kegiatan Badan Kesbangpol ; .

b. Kelemahan ( Weaknesses )

1)
2)
3)
4)

Terbatasnya jumlah personil yang kompeten dan profesional di bidangnya.

Dukungan APBD yang terbatas ;

Kurangnya kesempatan pengembangan diri bagi staf ;

Kurangnya publikasi terhadap ekssistensi lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Salatiga ;

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal ( KAFE ):
a. Peluang ( Opportunities )

1)

2)
3)
4)

Adanya komitmen Muspida beserta Tokoh Agama/ masyarakat untuk menciptakan situasi
dan kondisi masyarakat yang kondusif , sejahtera, demokratis dan terlindungi dari ancaman
bencana ;

Perubahan paradigma baru di bidang politik ;

Adanya dukungan dari DPRD Kota Salatiga ;

Kesadaran masyarakat dalam penegakan demokrasi & HAM,;
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5)

Meningkatnya komunikasi dan partisipasi aktif bidang politik bagi Orkemas, tokoh
masyarakat dan agama dalam kehidupan berbangs, bernegara dan bermasyarakat.

b. Ancaman / Tantangan ( Threats) :

1)
2)
3)
4)
5)

Kegiatan kelompok radikal kanan, radikal kiri dan radikal lainnya
Adanya Konflik baik vertikal maupun horisontal ;

Belum dewasanya sikap dan perilaku masyakat dalam berdemokrasi ;
Lemahnya SDM kader, stakeholders, parpol , ormas dan LSM ;
Rentannya pengaruh asing terhadap LSM ;

ASUMSI STRATEGIK DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Asumsi Strategik

Asumsi Strategik diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan analisis Strenghts, Weaknesses,

Opportunities and Threats ( SWOT ) dengan menggabung-gabungkan masing-masing faktor. Hal

ini dilakukan adalah untuk menentukan Asumsi Strategik Pilihan .
Asumsi Strategik SO :

1.

Manfaatkan peraturan perundang-undangan bidang politik, Ormas dan LSM untuk
menyongsong paradigma baru di bidang politik;

Optimalikan sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembinaan kesatuan bangsa;

Optimalkan biaya dukungan APBD Kota Salatiga untuk mendapatkan dukungan dari Aparat
Keamanan terkait;

Optimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten dan profesional di bidangnya untuk
melaksanakan komitmen Muspida beserta Tokoh Agama/ masyarakat dalam upaya
penciptaan situasi yang kondusif, demokratis dan terlindunginya dari ancaman bencana;
Optimalkan Peraturan Peundang-undangan bidang Politik, Ormas/LSM untuk meningkatkan
kewaspadaan aliran bantuan asing kepada masyarakat, stakeholders, elit politik/parpol dan
Ormas/LSM, Instansi pemerintah dan swasta.

Gunakan SK Walikota Salatiga Nomor : tentang Tupoksi Badan Kesbang dan Poliltik
Kota Salatiga untuk peningkatan kepedulian lembaga adat, lembaga masyarakat,
stakeholders, elit politik/ parpol dan ormas/ LSM, lembaga pemerintah/ swasta untuk
memperkokoh jati diri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa ;

Optimalkan dukungan APBD Kota Salatiga dengan memanfaatkan dukungan dari DPRD
Kota Salatiga ;

Optimalkan sarana dan prasarana kantor yang ada untuk meningkatkan komunikasi dan
partisipasi aktif bagi orkemas, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

Asumsi Strategik ST

1.

3.

Manfaatkan SDM yang kompeten dan profesional untuk menghadapi kegiatan radikal kanan,
radikal kiri dan radikal lainnya.

Manfaatkan Undang-Undang Bidang Politik, bidang Ormas dan LSM untuk menghadapi
belum dewasanya sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi;

Optimalkan koordinasi yang mantap dengan Instansi terkait untuk mengatasi adanya konflik

baik vertikal maupun Internal ;

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022



Optimalkan tersedianya sarana prasarana kantor yang ada untuk menangkal dan mence gah
tindakan terorisme ;

Optimalkan struktur dan sistem organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga
untuk menangkal terorisme ;

Optimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional untuk menghadapi kelompok yang
kontra terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah ;

Optimalkan koordinasi yang mantap dengan Instansi terkait untuk menghadapi kondisi
lingkungan daerah Kota Salatiga yang berpotensi terjadinya konflik.

Asumsi Strategik WO

1.

Atasi kurangnya pemahaman terhadap tupoksi dengan memanfaatkan komitmen Walikota
untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, sejahtera, demokratis dan
terlindunginya dari ancaman bencana ;

Atasi terbatasnya personil yang profesional dengan memanfaatkan dukungan Aparat
Keamanan terkait ;

Atasi dukungan APBD yang terbatas dengan memanfaatkan adanya dukungan DPRD Kota
Salatiga ;

Atasi fasilitas yang kurang memadai dengan memanfaatkan peningkatan komunikasi dan
partisipasi aktif bidang politik bagi otkemas, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

Atasi kurangnya dukungan fasilitasi untuk pendidikan politik bagi masyarakat di daerah
dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat akan manfaat fasilitasi pendidikan /
pengetahuan politik di daerah;

Atasi kurangnya publikasi terhadap eksistensi lembaga Kesbang dan Politik Kota Salatiga
dengan memanfaatkan dukungan DPRD Kota Salatiga ;

Atasi kurangnya sosialisasi tentang segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
oleh pemerintah dengan memanfaatkan kepedulian lembaga adat, lembaga masyarakat
stakeholders, elit politik/parpol dan ormas/LSM , Instansi pemerintah/swasta dalam
memperkokoh jatidiri bangsa;

Atasi kurangnya sosialisasi tentang segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
pemerintah dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan demokratisasi
dan HAM ;

Asumsi Strategik WT

1)

2)

3)

4)

Atasi lemahnya pemahaman terhadap tupoksi dan hindari lemahnya etika berbangsa dan
bernegara oleh masyarakat, lembaga masyarakat, stakeholders, elit politik/parpol dan
ormas/LSM, Instansi pemerintah / swasta sesuai dengan budaya bangsa ( Pancasila ) ;

Atasi terbatasnya jumlah personil yang profesional dibidangnya dan hindari lemahnya SDM
kader parpol, ormas/LSM, stakeholders ;

Atasi fasilitas yang kurang memadai dan hindari adanya konflik baik vertikal maupun
horisontal ;

Atasi kurangnya dukungan fasilitasi untuk pendidikan politik bagi masyarakat dan hindari
kurangnya apresiasi masyarakat di bidang pendidikan rakyat dan pengembangan sistem

politik ;
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5) Atasi kurangnya publikasi terhadap eksistensi lembaga Kesbang Politik dan hindari
munculnya sikap apatisme masyarakat terhadap lembaga ;

6) Atasi kurangnya sosialisasi tentang segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
pemerintah dan hindari kelompok-kelompok yang kontra terhadap kebijaksan pemerintah
baik pusat maupun daerah ;

7) Atasi hubungan kerja antar karyawan yang pasif dan hindari belum optimalnya pelaksanaan
pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik dalam membangun etika moral
dan perilaku politik masyarakat yang demokratis ;

Analisis Asumsi Strategik dan Pilihan

Setelah dilakukan kuantifikasi pembobotan setiap Asumsi Strategik dikaitkan dengan Visi, Misi
dan tujuan yang telah ditentukan, dihasilkan asumsi Strategik pilihan berdasarkan nilai bobot dari
yang tertinggi sebagai berikut :

1. Optimalkan SDM yang profesional di bidangnya untuk melaksanakan komitmen Walikota
dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, sejahtera, demokratis dan terlindunginya dari
ancaman bencana ;

2. Optimalkan sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembinaan kesatuan bangsa .

3. Optimalkan peningkatan biaya dukungan APBD Kota Salatiga dengan memanfaatkan
dukungan dari DPRD Kota Salatiga ;

4. Manfaatkan peraturan perundang-undangan bidang politik, Ormas dan LSM untuk
menyongsong paradigma baru di bidang politik ;

5. Atasi kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
pemerintah dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan demokratisasi
dan HAM.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor — faktor kunci keberhasilan adalah faktor-faktor berbagai bidang yang sangat
menentukan bagi suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi secara bertahap. Penetapan
Faktor Kunci Keberhasilan ( FKK ) ini adalah dengan didasarkan pada asumsi Strategik
pilihan/prioritas dan dikaitkan dengan analisis SWOT .

Faktor keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam 5 (lima)
tahun kedepan diformulasikan sebagai berikut :

1. Adanya SDM vyang profesional di bidangnya untuk melaksanakan komitmen Woalikota
Salatiga dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, sejahtera, demokratis dan
terlindunginya dari ancaman bencana ;

2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembinaan kesatuan bangsa ;

3. Adanya peningatan biaya dukungan APBD Kota Salatiga dengan memanfaatkan dukungan
dari DPRD Kaota Salatiga ;

4. Adanya peraturan perundang-undangan bidang  politik, Ormas dan LSM untuk
menyongsong peradigma baru di bidang politik ;

Kebijakan
Sebelum mengemukakan rencana program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik ,

perlulah terlebih dahulu diuraikan arah kebijakan rencana program pembangunan tersebut.
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Berdasarkan analisis SWOT dan adanya isu strategis tersebut di atas, maka arah kebijakan

yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut

1.

Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Persatuan, Kesatuan Bangsa dan Bela Negara
dalam menciptakan integritas dan ketahan bangsa dalam kerangka NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945;

Maksud kebijakan pertama adalah :

Memfasilitasi dan menjalin komunikasi yang terarah dengan tokoh- tokoh masyarakat,
agama, adat, cendekiawan, pakar dan tokoh lainnya agar memiliki komitmen Bela
Negara dan kepedulian yang tinggi atas kelangsungan pembangunan yang berwawasan
kebangsaan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945;

Mendorong terwujudnya kerukunan masyarakat dan partisipasi politik
yang demokratis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Maksud kebijakan kedua adalah :

Mendorong masyarakat luas agar mengembangkan kehidupan politik yang bermoral,
beretika dan beradab atas dasar falsafah Pancasila melalui komponen -komponen yang
terdapat dalam organisasi kemasya-rakatan serta menciptakan kerukunan kehidupan
bermasyarakat.

Menyelenggarakan sistem dan mekanisme penegakan ketentraman,

ketertiban ;

Maksud kebijakan ketiga adalah :

Memelihara kewaspadaan atas setiap gejala-gejala yang mengarah kepada tindakan
pemecah belah komponen bangsa (disintegrasi bangsa) baik yang bersumber dari dalam
maupun luar negeri serta mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa
dengan mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan

dan ketentraman dalam masyarakat.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga disusun berdasarkan pada
Faktor Kunci Keberhasilan ( FKK ) dengan memperhatikan pada Misi , kebijakan dan sasaran yang
telah ditentukan .

Sasaran yang ingin dicapai ditentukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan adalah dengan membuat strategi
yang didalamnya terdiri atas kebijakan, Program beserta kegiatan kegiatannya .

Untuk lebih jelasnya berikut ini telah disusun matriks berisi program tahunan dan lima
tahunan, yang berisi kebijakan, Program, Indikator keluaran, indikator kegiatan dan pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2018 — 2022 ;

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan Meningkatnya | Pengembangan | Peningkatan SDAM Program Pelayanan
akuntabilitas kapasitas SDM Aparatur | aparatur difokuskan Administrasi
kinerja aparatur ] )

ol SDM Aparatur | melalui pada peningkatan Perkantoran
alam

melaksanakan pengikutsertaan | pengetahuan dan

tugas dan fungsi pada ketrampilan pada

pelayanan pendidikan kegiatan diklat, bimtek

formal maupun | dan TOT.

non formal.

Program
Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Meningkatnya | Meningkatkan | Pengadaan sarana dan | Program

sarana pemenuhan prasarana secara Peningkatan Sarana
prasarana kebutuhan bertahap berdasarkan dan Prasarana
pendukung sarana dan hasil analisis Aparatur
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prasarana kebutuhan.

melalui

pengadaan

sarana dan

prasarana
Mewujudkan | Meningkatnya | Meningkatkan | Meningkatkan Program
kondisi dan kesadaran kesadaran kualitas/ metode Peningkatan
situasi masyarakkat masyarakat sosialisasi kepada Keamanan Dan
masyarakat dalam melalui masyarakat, Kenyamanan
yang aman mewujdukan | peningkatan memperkuat fungsi- Lingkungan
dan terkendali | kondusifitas pemahaman fungsi intelejen

wilayah wawasan memperkuat jaringan/

kebangsaan, hubungan lintas

nasionalisme, | sektoral.

bela negara dan

penanganan

permasalahan

situasi global.

Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas Dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Program
Pengembagan
Wawasan

Pembangunan

Program Kemitraan

Pengembagan
Wawasan

Kebangsaan

Program
Peningkatan
Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat (Pekat)

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017-2022




Meningkatkan
partisipasi
politik
masyarakat
baik didaerah
maupun

nasional

Meningkatnya
pendidikan
politik bagi
pemilih

pemula

Meningkatkan
pendidikan
politik bagi
masyarakat
terutama
pemilih pemula
melalui
penggunaan
berbagai
metode dan
media yang
sesuai dengan
perkembangan

jaman.

Peningkatan

pendidikan politik bagi

masyarakat terutama

pemilih pemula

diprioritaskan pada
media jemput bola dan

literasi media sosial.

Program
Pendidikan Politik
Masyarakat
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga disusun berdasarkan pada
Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) dengan memperhatikan pada Misi , kebijakan dan sasaran yang
telah ditentukan.

Sasaran yang ingin dicapai ditentukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan adalah dengan membuat strategi
yang didalamnya terdiri atas kebijakan, Program beserta kegiatannya .

Untuk lebih jelasnya berikut ini telah disusun Indikator Kinerja SKPD yang
mengacupada tujuan dan sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun
2018 — 2022 yang terterra pada Tabel 6.1 di bawah ini
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Salatiga tahun 2018 — 2022 merupakan
wujud perencanaan pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga serta pelaksanaan kebijakan, program yang
dipercayakan oleh Pemerintah Kota Salatiga, berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD .

Dalam setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan
dan sasaran yang dituangkan melalui laporan kerja tahunan untuk terwujudnya Good Govermance juga
berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran
aktif seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Politik, Instansi Pemerintah Kota Salatiga serta partisipasi
masyarakat.

Dukungan tersbut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Rencana Strategik Badan
Kesatuan Bangsa Politik Kota Salatiga dan sebagai perwujudan Kegiatan lima tahunan yang masih
memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu masukan-
masukan sangat diperlukan agar tujuan penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota

Salatiga, sebagaimana diuraikan diatas dapat tercapai dengan baik.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

DAFTAR ISI
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